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ABSTRAK

Taufano Ali Arifin Wicaksono (1010611065) Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam
Proses Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Undang-Undang
No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza,
SH, MH, MM.

Penelitian yang berjudul “ Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pelaksanaan
Tugas penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Undang — Undang No.2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian ” bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis bentuk
tindakan diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian ; dan kedua untuk
mengetahuai akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan
diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan
yaitu yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang
dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bentuk tindakan
diskresi dalam proses penyidikan di kepolisian, mulai dari proses pemanggilan,
penangkapan, pemeriksaan tersangka dimana letak munculnya diskresi dalam proses
penyidikan, mengenai tindakan penyidikan tersebut terdapat tindakan diskresi dalam
proses penyidikan oleh kepolisian yang dimana pada proses penangkapan. Kedua,
akibat hukum bagi polisi yang melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam
proses penyidikan awalnya kepolisian mempunyai dasar undang-undang sendiri yaitu
Undang-undang No.2 tahun 2002 yang dimana didalam undang- undang tersebut
telah diatur segala hal yang berhubungan dengan kepolisian, mulai dari kewenangan
sampai sanksi yang diberikan kepada polisi, polisi yang melakukan penyalahgunaan
wewenang bisa dikenakan sanksi yang berupa, teguran, sidang indisipliner, dan pasal
yang mempunyai kewenangan penuh akan Diskresi ini terdapat pada pasal 18
undang-undang no.2 tahun 2002.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidikan, Kepolisian

Vi



ABSTRACT

Taufano Ali Arifin Wicaksono (1010611065) Overview of the Implementation Task
Discretion In Police Crime Investigation According to the Law No. 2 of 2002 on the
Police. Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

The study, entitled " Review of the Implementation Task Discretion Police In Crime
Investigation According to the Act - Act 2 of 2002 on the Police " The first aims to
identify and analyze the forms of action at the discretion of the police investigation
process ; and secondly to determine the legal consequences for police who commit
abuse of discretion in the police investigation process . The method used is that a
normative legal research on primary legal materials and secondary legal materials
primarily related to the material covered . Based on the results it can be concluded
first, in the form of discretionary actions in the police investigation process , ranging
from the calling process , the arrest , the suspect examination where is the emergence
of discretion in the investigation process , the investigation of the actions contained
in the discretionary action by the police investigation process whereby the capture
process . Secondly , due to the law for police who commit abuse of discretion in the
initial police investigation process has its own basic law is Act 2 of 2002 which
where in the law has regulated all matters relating to the police , from the authority
until the sanction given to the police , police abuse of authority who could be
penalized in the form of , reprimand , disciplinary hearing , and the article will have
full authority Discretion is contained in article 18 of the law No. 2 of 2002 .

Keywords: Discretion, Investigation, Departement of Police
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